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NOMOR 48 TAHUN 1996

TENTANG

PEDOMAN ORGANISAST DAN TATAKERJA

a.

~ PEMERINTAH KECAMATAN

MENTERI DALAM NEGERI,
bahwa dalam wusaha meningkatkan penyeleng-~
garaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan masyarakat secara berdayvaguna
dan berhasilguna perlu menata kembali
Organisasi Pemerintah Kecamatan;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di

_aths, perlu menetapkan Kevittusan Menteri

walam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan
Tatakerja Pemerintah Kecamatan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1874 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa (l.embaran Negara Tahun 1979
Nomor 56,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2135);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang
Susunan Pemerintahan #aerah Khusus Ibukota

~Jakarta {lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Foordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal Di Daerah (iLembtraran Negara Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

Persetujuan Menteri Negoara Pendayagunaan Aparatur
Negara dalam suratnya Nomwor : B-270/1/96 tanggal

20

Maret. 1996,
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MEMUTUSTZ KA AN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
ORGANISAST DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN.

BASD T

ORGANTGSASTI

. Bagian Pertama
Pola Organisaci Pemerin.ai necoama. ...
Pasal 1

(1) Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri
dari

a. Pola Minimal;
b. Pola Maksimal.
(2) Pola organisasi sebagaimana dimaksud avat (1)

disusun berdasar kriteria sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

(3) Penentuan Pola Minimal dan Maksimal
Organisasi Pemerintah Kecamatan seba¢aimana
dimaksud pada ayvat (1) ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih dahulu

mendapatkan persetuiiian dari Menteri vang
bertanggung Jawab dibidang Penddvagunaan
Aparatur Negara.

(4) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan
-z sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan
Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan
Pola Minimal

Pasal 2

Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola
Minimal terdiri dari

Camat;
Sekretariat; .

Seksi Pemerintahan;

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
Kelompok Jabatan Fungsional.

T on op

Bagian ...
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Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

CAMAT

Pasal 3

(1) Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan vang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya.

(2) Camat di Wilayah Kotamadva Administratif/Kota Administratif
berada di bawah dan bertanggung Jjawab kepada
Walikotamadya/Walikota.

(3) Camat di Wilayah Pembantu Bupati/Walikotamadya dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Pembantu
Bupati/Walikotamadya.

Pasal 4
Camat ‘mempunyai tugas memimpin penyvelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan
dalam wilayah Kecamatan.

e -

Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Camat

mempunyai fungsi :

&

a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan
keagrariaan dan pembinaan politik Dalam Negeri;

b. pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;

c. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayvah;

d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian,
produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;

€. . penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan
rumah tangga.

Paragraf .....
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Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6
(1) Sekretariat adalah unsur staf,

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris,berada di bawah
Qan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan

administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada
seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 8

Untuki menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7,
Sekretariat mempunyai fungsi

4. penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksa-
naannya;

b. urusan administrasi keuangan;
c. .urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan

rumah tangga. .

Pasal 9

(1) Sekretari~* t.rdiri dari ;
a. Urusan Perencanaan;
b. Uruéan Umum,
(2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Urusan.
Pasal 10
(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyvusunan

rencana, pengendalian dan evaluas: pelaksanaannya serta
penyusunan laporan.

(2) Urusan .....
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(2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan,
kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah
tangga.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 11

(1) Seksi Pémerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada
di bawah dan bertanggung Jawab kepada Camat.

Pasal 12

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan
pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta
ketentraman dan ketertiban.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Seksi
Pemerintahan mempunyai fungsi
a. penyeléhggaraan pemerintahan umum dan pembinaan Pemerii.tahan
Desa/Kelurahan; '

b, pengadministrasian kependudukanAdan catatan sinil:

- pembinaaﬁ Eetentraman dan ketertibar wilayah serta pembinaan
satuan polisi pamong praja.
Pasal 14
(1) Seksi Pemerintahan terdirt dari
a. Subseksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
b. Subseksi Kependudukan;

c. Subseksi Ketentraman dan Ketertiban.

(2) Subseksi .....



(2) Subseksi - Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 15

(1) Subseksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyvelenggaraan pemerintahan
umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan. pembinaan keagrariaan,
pembinaan ideélogi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial
politik, urusan pemilihan umum, pembinaan organisasi
kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

(2) Subseksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan
transmigrasi.

(3) Subseksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta
pembinean satuan polisi pamong praja.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 16

(1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembangunan
Mdsyarakdat Desa/Kelurahan. - ;

(2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/K=lurahan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi, berada di ‘bawah dan bertanggung jawab
kernnd, vamat.

-

Pasal 17
Seksi Pembangunan Masyvarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas
melakukan Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik,
pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta
kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Seksi
Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi

a. penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan
prasarana dan pembinaan pelayanan umum;

b. penyusunan .....
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b. penyusunen program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan
pertambahan perekonomlan, produksi dan distribusi;

-

c. penyusunan program dan’pembinaan kesejahteraan sosial.
Pasal 19
- (1) Seksi Pembangunan Masférakat Desa/Kélurahan terdiri dari :
a. Subseksi Sarana, Ppﬁsarana dan Pelayanan Umum;
b. Subseksi Perekonomihn, Produksi dan Distribusi;

e

c. Subseksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.

(2) Subseksi-Subseksi té}sebut pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
Desa/Kelurahan.

Pasal 20

(1) Subseksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum mempunvai tugas
menyiapkan bahan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan
pembangunan sarana dan prasarana serta pelavanan umum.

(2) Subseksi Perekonomian; Produksi dan Distribusi mempunyai
tugas menyiapkan bahgn bpenyusunan program dan pembinaan
perekonomian, produksi dan distribusi serta mengevaluasi
pelaksanaannya.

(3) Subseks1 Kesejahtpraan Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan
kesehatan, pendldikan, "keluarga berencana, keagamaan, sosial

‘ dan budaya, bantuan dan pelayvanan sosial, pembinaan jdenerasi

. ﬂ muda -dan kewanitaan dan' pembinaan pelestarian 1ljirgkungan

hidup. ‘

|
: : :Pafagraf 5
Kelompo# Jabatan Fungsional
Pasal 21
Kelompok Jabatan Fﬁng91onal mempunyai tugas melaksanakan

sebagian ‘tugas dan fung51 Camat sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.:

Pasal ....,
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Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal
21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jJenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya. s

Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior vyang ditunjuk oleh Camat, dan
bertanggung jawab kepada Camat.
Jumlah Jabatan Fungsiohal tersebut pada ayvat (1), di'entukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut rada ayt (1),
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangean vang
berlaku, %
ngian Keempat
Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan
Pola Maksimal
: Pasal 23
Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal terdiri
i ;
" L]
Camat;
Sekretariat ;

Seksi Pemerintahan; _
Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
Seksi Kesejahteraan Sosial;
Seksi Pelayanan Umum;
Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kelima

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

. Paragraf 1

Camat

Pasal 24

Kedudukan, tugas dan fungsi Camat pada Organisasi Pemerintah
amatan Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan, tucas dan

fungsi Camat pada Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal

sebagaimane tersebut pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal

5.

Paragref .qi044
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“Paragraf 2

‘Sekretariat
i Pasal 25

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat pada Organisasi
Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan,
tugas dan fungsi Sekretariat pada Organisasi Pemerintah Kecamatan
Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal

Pasal 26
(1) Sekretariat terdiri dafi H
a. Urusan Perencanaan;g
b. Urusan Keuangan;
c¢. Urusan Umum. ;
1
(2) Urusaﬁ—urusan tersebut:pada ayat (1) masing-masing dipimpin
oleh 'seorang Kepala Urusan, berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Sekretaris .

1

Pasal 27
4
(1) Tugas Urusan Perencaéaan adalah sama dengan tugas Urusan
Perencanaan pada Sekretariat Kecamatan Pola Minimal

sebagaimana tersebut péda Pasal 10 ayat (1).

(2) Urusan Keuangan mempun&ai tugas melakukan penyusunan anggaran
serta ‘penatausahaan dan menyusun pertanggung jawaban keuangan.

(3) Urusan Umum mempuhyai tugas melakukan urusan persuratan,
kearsipan, kepegawaian§ perlengkapan dan rumah tangga.
' : :Paragraf 3

Sekéi Pemerintahan

y ; Pasal 28

(1) Seksi{ Pemerintahan iadaLah unsur pelaksana Pemerintah
Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan .

(2) Seksi :Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
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Pasal 29
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan

pemerintahan uymum dan Desa/Kelurahan, administrasi kependudukan
dan pembinaan politik dalam Negeri.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29, Seksi
Pemerintahan mempunyai fungsi :

4. Ppenyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan peme: intahan
umum dan Desa/Kelurahan;'

b. penyusunan brogram dan pembinaan administrasi kependudukan
dan catatan sipil;

C. penyusunan bProgram dan pembinaan kegiatan Sosial Politik,

ideologi negara dan kesatuan bangsa.
Pasal 31

(1) Seksi Pemerintahan terdiri dari :

a. Subseksi Pemerintahan Unfum dan Desa/Kelurahan;
b. Subseksi Kependudukan;
¢. Subseksi Sosial Politik,

(2) Subseksi-Subseksi tergsebut pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh Seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan
bertanggung Jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 32

(1) Subseksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas

menyiapkan bahan pPembinaan penyelenggaraan pemerintahan  umum
serta pembinaan keagrariaan.

(2) Subseksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipit.

(3) Subseksi Sosial Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan urusan PEMILU, pembinaan ideologi negara, kersatuan
bangsa, organisasi sosial politik, pPembinaan orge 1isasi
kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya,

Paragraf ......

ST
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Paragraf 4

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 33

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana
Pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan ketentraman dan
ketertiban wilayah.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban tersebut pada ayvat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang selanjutnya disebut
Mantri Polisi Pamong Praja, berada di bawah dan bertanggung
Jjawab kepada Camat.

Pasal 34

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan
pembinaan ketentraman dan ketertiban wilavah serta pembinaan
Polisi Pamong Praja.

Pasal 35

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 34, Seksi
Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi

a. penyusunan program dan penyvelenggaraan pembinaan ketentraman
dan ketertiban umum;

_‘1
b. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong

Praja.

Pasal 36
(;) Seksi Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari

a. Subseksi Ketertiban Umum;
b. Subseksi Polisi Pamong Praja.

(2) Subseksi-Subseksi tersebut pada avat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan
bertangung jawab kepada Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban.

Pasal 37

(1) Subseksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

termasuk pembinaan tertib perizinan.

(2) Subseksi Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyelenggaraan pembinaan aparat Ketertiban dan Polisi Pamong

Praja.

4

Paragraf e
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Paragraf 5

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Pasal 38

(1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan adalahk unsur
pelaksana Pemerintah Kecamatan i bidang pembangunan
masyvarakat Desa/Kelurahan.

.(2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Xelurahan dipimpin oleh
Seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

Pasal 39

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas
melakukan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian
Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan
lingkungan hidup.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 39, Seksi
Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi

&. penyusunan program dan pembinaan pPerekonomian masyarakat
Desa/Kelurahén, produksi dan distribusi;
b. penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup.

Pasal 41
(1) Seksi Pembangunan Mésyarakat Desa/Kelurahan terdiri dari

a. Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
b.. Subseksi Lingkungan Hidup.

(2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
Desa/Kelurahan.

Pasal 42

(1) Subseksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi mempunvai
tugas menyiapkan bahan renyelenggaraan pembinaan
perekonomian, perbankan, perkreditan rakyvat, perkoperasian,
peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil,
usaha informal dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran
distribusi hasil produksi. :

(2) Subseksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas menviapkan bahan
penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup.

Paragraf .....
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Paragraf 6

Seksi Kesejahteraan Sosial
Pasal 43

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kecamatan di bidang pembinaan kesejahteraan masyvarakat.

(2) Seksi Kesejmhteraan Sosial -dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 44

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan
renyusunan program dan melaksanakan pembinaan kese jahteraan
sosial.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas tersenul pada Pasal 44, Seksi
Kese jahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan program, pembinaan pelayvanan dan bantuan sosial,
pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;

b. penyusunan®program, pembinaan kehidupan keacamaan, pendidikan,
kebudavasa~ .dun kesehatan masyarakat.

Pasal 46

.

(1) Seksi Kesejahteranﬁ Sosial terdiri dari -
a. Subseksil Kesejahteraan;
b. Subseksi Bina Mental dan Spiritual.

(2) Subseksi-Subseksi tevrsebut pada avat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi, herada di bawah dan
bertangung jawab kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,

L)
ERY

Pasal 47

(1) Subseksi Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan

sosial, kepemudaan, peranan wanita :lan olah raga.
(2) Subseksi Bina Mental dan Spiritual mempunyai tugas menyviapkan

bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan,
pendidikan, kebudavaan dan Lkesehalan masyvarakat.

Paragraf .....
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Paragraf 7

Seksi Pelavanan Umum

Pasal 48

(1) Seksi Pelavanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah
Kecamatan di bidang pembinaan pelayanan umum.

‘

(2) Seksi Pelayvanan Umum dipimpin oleh seorang Kepafa Seksi,
berada disbawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
. Pasal 49
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan
pelayanan umum vang meliputi kekayaan dan inventarisasi

Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 50

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut.  pada Pasal 19, Seksi

Pelavanan Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan penvelenggaraan pembinaan pelayanar

kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan;

dan penvelenggaraan pembinaan pelayanar

.
.
1

b. penyusunan program
kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasti lingkungan
- -

¢. penyusunan program dan penvelenggaraan pembinaan sarana dar

parasarana fisik pelayanan umum.

Pasal 31

(1) Seksi Pelayanan Umum terdiri dari :

a. Subseksi Kekayaan dan Inventarisasi Desa/Kelurahan;

b. Subseksi Kebersihan;
c. Subseksi Sarana dan Prasarana Umum,

(2) Subseksi-Subseksi tersebut pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh scorang Kepala Subseksi, berada di bawah da)

bertanggung Jjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Pasal 52

(1) Subseksi Kekayaan dan Inventarisasi Desa/Kelurahan mempunya

‘" tugas menyiapkan bahan penyrusunan program dan pembinaal
pelayanan di bidang kekavaan dan inventarisasi.
(2) Subseksi Kebersihan memphnyai tugas menviapkan baha

penyusunan program dan pembinaan kebhersihan, keindahan da

pertamanan.
{3) Sub ....



-
1}

(3) Subseksi Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas menyiapkan
bahan penyusunan program dan Pembiraan sarana dan prasarana
pelayanan umum.

Pasal 53

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sama dengan
ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada organisasi Pemerintah
Kecamatan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 2] dan
Pasal 22,

BAB I1
TATAKERJA
"Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para Kepala
Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Subseksi dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi dalam Pemerintah_Kecamatan sesuai dengan tugas
pokok masing-masing.

Pasal 55

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajih mengawasi hawahan
masing-masing dan hila terjadi penvinpangan agar mengambil
langkah-langkah Yang diperlukan sesuasi dengan peraturan vang
berlaku.

e
>

Pasal 506
Setiap pimpinan satuan organicsiuij dalam lingkungan
Pemerintah Kecamatan bertanggung Jjawah memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberjkan
bimbingan dah Petunjuk bagi pelaksanann tugas hawahan. -

i

Pasal &7

Seliap pimpinan satuan organisasi  wajib mengikut i dan
memat uhi YU aguk-petunjuk dan bertanggung jawah kepada atssan
musing-masing serta menvampaikan  laporan  herkala tepat  pada
wvaktunya.

BAR TI7T
KETENTUAN LATN-LATN V

Pasal 58
(1) Perwakilan Kecamatan vany Figdal dibentuk srhelum
ditetapkannya Reputusan ini menjadi Kocamatan Pembantu.

(2) Kecamatan Pembantu tersebut  pada avat (1) dipimpin oleh

seorang Camat Pembantu vang berada di hawah dan bertanggung
Jawabh kepada Camat.

Pasal ,.,.,..



Pasal 59

(1) Organisasi Pemerintah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota
Jakarta terdapat jabatan Wakil Camat..

(2) Penentuan dan pembentukan jabatan Wakil Camat di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud ayat (1)

ditetapkan sesuai dengan Kriteria, beban kerja dan analisis
Jjabatan.

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dan ditetapkan
lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri vang
bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 60

Perubahan jumlah, pola dan Susunan Organisasi serta Tatakerja
Pemerintah Kecamatan dan Kecamatan Pembantu sebagaimana vang
ditetapkan dalam Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari

Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur
Negara.

BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP
E. 4
Pasal 61
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi
Pemerintah Kecamatan dinyatakan tidak herlaku. -

Pasal 62

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tlanggal 26 Maret 1996

DALAM NEGERI

L )

S.M



II.

Angka Kredit ditentukan _100 (s

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI QALAM
NOMOR : 48 TAHUN 1996
TANGGAL : 26 MARET 19956

KRITERIA PENETAPAN POLA ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN

sebagai berilut

1.

2.

1 .

eratus) denagan perincian

Jumlah Penduduk , = 30 Skor
Luas Wilayah = 20 Skor
Jumlah Desa/Kelurahan = 15 Skor
Jumlah Dana Bantuan = 25 Skor
Ciri Khusus
a. Wilayah Perbatasan = 2 Skor
b. Rawan Ketertiban = 2 Skor
c. Rawan Bencana = 2 Skor
d. Perkotaan/Pedesaan = 4 Skor
Perincian Angka Kredit
Jumlah Penduduk
¢ 50.000 jiwa = 10 Skor
50.000 s/d 150.000 jiwa = 20 Skor .
150.000 jiwa keatas = 30 Skor
Luas Wilayah
< 5 Km = 7 Skor
6 s/d 20 km2 = 14 Skor
21 km2 keatas = 20 Skor
Jumlah Desa/Kelurahan
< 5 Desa/Kelurahan = 5 Skor
6 s/d 10 Desa/Kelurahan = 10 Skor
11 Desa/Kelurahan keatas = 15 Skor
Dana Bantuan (DAT] I + DATI II)
< Rp. 3.000.000,- ) = 8 Skor
'Rp.3.000.000,- s/d Rp.5.000.000,-= 15 Sknrr
Rp. & 770.u01 keatas = 25 Skor

NeGERI



5. Ciri Khusus

a. Perkotaan/Pedesaan =
b. Wilayah Perbatasan z
Cc. Rawan Ketertiban :
d Rawan Bencana =

III. Angka Kredit Penentuan Pola

1. Jumlah Angka Kredit sampai dengan 75

141
N NN S

2. Jumlah Angka Kredit lebih dari 75

PLY

Skor
Skor
Skor
Skor

Pola Minimal,

Pola Maksimal,




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR - 48 TAHUN 10986
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TANGGAL ¢ 26 MARET 1935
PEMERINTAH KECAMATAN
POLA MINIMAL
" :___'__‘ d
1
CAMAT '
|
}
] | -"l'
I SEKRETARIAT |
KE LOMPOK ‘ r
JABATAN FUNGSIONAL E J
T
[ l
URUSAN URUSAN
PERENCANAAN UMUM
SEKSI | SEKSI "
’ PEMBANGUNAN !
PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA/ l
KELURAHAN J
i £ ]
SUB SEKSI SUB SEKSI
H PEMERINTAHAN UMUM LI SARANA, PRASARANA
DAN DESA/KELURAHAN h DAN PELAYANAN UMUM
k SUB SEKSI SUB SEKSI
ol = PEREKONOMIAN,
KEPENDUDUKAN PRODUKSI DAN
- DISTRIBUSI
| i
SUB SEKSI O I SUBe SEKSI l
i KESEJAHTERAAN
L KETENTRAMAN DAN Ll SOSIAL DAN LING-
KETERTIBAN : B R ey
o e TR L e |

Mg/
L3 S o e
\Ju.-pp;ﬁgH.YOGﬁ S.M,



LAMPIRAM 111 : KEPUT UCpN MENTERI DALAM NEGERI
MOR 45 TAHUN 1536
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TANGGAL a{ ; 17236
PEMERINTAH KECAMATAN
POLA MAKSIMAL
] i
| |
! CAMAT
|
Tl | )
i SEKRETARIAT
j KFLOHPOK I
I JABATAN FUNGSIONAL |i e s
;_JL*II_#:;;;‘TD N M iy iu__ piil N
% ﬁ::Jk:ﬂ‘—{fJ%;;%E%ﬁi URUSAN URUSAN } ‘ URUSAN
I | PERENORUMAN S o SRElBiER [, MR
' ' S RN RN Y ———
SEKSI i SEKSI ! SEKSI I SEKSI I SEKSI
;j ; PEMBANGUNAN I ;
PEMERINTAHAN i} KETENTRAMAN DAN | | MASYARAKAT DESA/||  KESEJAHTERAAN [[ PELAYANAN uMUM
it KETERTIBAN KELURAHAN | SOSIAL |
R T | e o | S N | R L Ut
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
PEMERINTAHAN |} ‘ | PEREKONOMIAN, KEKAYAAN DAN
UMUM & DESA/ KETERTIBAN UMUM PRODUKSI DAN KESEJAHTERAAN INVENTARISASI
KELURAHAN L DISTRIBUSI DESA/KELURAHAN
SUB SEKSI SUB SEKSI { SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
— - - S L—i -
KEPENDUDUKAN POLISI PAMONG L INGKUNGAN BINA MENTAL DAN KEBERSTHAN
PRAJA HIDUP SPIRITUAL
SUB SEKSI 74 SUB 3EKSI
SOSIAL POLITIK SARANA DAN
PRASAPANA  UMUM
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UENGINGAT

MENIMBANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | JAWA TIMUR

| KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT [ JAWA TIMUR
NOMOR : 19 TAHUN 1998
TENTANG

CRGANISAST DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN
‘ DI JAWA TIMUR

'

GURBERNUR KEPALA DADRAH TINGKAT I JAWA TIMUR |

: a. bahwa sehubungan dikeluarkany

a Keputusan Menteri
(2]

I
Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 199§ tentang Pedocman
Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan,
serta memperhatikan keputusan Menteri Dalam negeri

‘Nomor 20 Tahun 1997 tanggal 12 Maret 1997

1997 tentang Penstapan Pola Crganisasi Pemer

Kecamatan seluruh Indonesia, maka dipandang
mengatur kemballi Organisasi dan Tatakerja Pem
tah Racamatan di Jawa Timur ; .

b. bahwa sehubungan dengan maksud ters
huruf a konsideran ini maka dipand

3

Momor
intah

perlu

]
kan perubahan- dan penyempurnaan Keputusan Guhernur

Kébala Dasrah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3

K m ‘noon

A Qv

1994 -tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah

Kecamatan dengan suatu Keputusan Gubernur
- Daerah Tingkat I Jawa Timur..

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

2. Undang-ungang Nonor 5 Tahun 1979 ; .
3.._Peraturan Pemerintah Nomor & Ta
4
5

& hun 1988 ; .
. Keputusan Menteri Dalam Negeri Ncmor 48 Tahun
Keputusan Manteri Dalam Negeri MNomor 20 Tahun
MEMPERHATIKAN: Surat.Ménteri Dalam MNegeri tanggal 14 Maret 1997
188.42/1014/83 tentang Pepyampaian KXeputusan M
2K 2] - - -

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 19297 tentang Penetapan
r

Pola. Organisasi "'Pemerintah Kecamatan selurul
‘nesia.

Kepala




MENRTAPEAN

S

//0 £ ' ¢ %
1
- 2 -
Lo

M E.H UTUS KAN i g
: ; B : ' !
KEPUTUSAN GURERNUR KEPALA '‘DAERAH TINGKAT I JAVWA TIMUR
TENTANG ORCANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN
DI JAWA TIMUR. -

BAD I
KETENTUAN UMUM .
Pnéal 1
q ‘ l ‘
i Balam: kequtuoan‘lnl ¥ang dimaksud'dgngan
l .Gubernur Vapala Daarah adallah uba.nur ﬁepalw
_Dagrah Tingkat I Jawa Timur ;
b.dxabupaten/xotamadya, adalah Kabupaten/Kotamadrya
. Daerah Tingkat II di Propingi Daerah Tingkat I Jawa
Timur ; v .
Bupati/Walikctamadya Kepala Daarah, adalah Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi
Dasrah Tingkat I Jawa Timur ; .
d. Pemerintah Kecamatan, adalah Camat beserta perang-
kat lainnya yang menyelennggarakan urusan pemerin-
tahan umum di Kecamatan. v

. .
o . i

!
]
!

o——

(¢

»
BAB I1I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI - !
Pasal 2
\Lj vemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat
vyang berada dibawah dan ertangging jawabh kepada

1
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah ; .
(2) Camat di Wilayah Kota Adiministratip, bherada di-
.bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota ; .

(3} Camat di Wilayah kerja Pembantu Bupati/VWalikota-
madya dalam melaksanakuw tugasnya berada dibawah
koordinasi Pembantu Bupati/Walikotamadra. .

Pasal 3
Camat mempuinyai tugas memimpin penrelenggaraan

Pemarintahan, pembangunan dan pambinaan kehidupan
kamasyarakatan dalam wilaryah Kscamatan. ~

I~
]
)
al}

I~

-
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Pasal 4

Untuk manyélanga;akdn tugaé tersebut pdda
Pazal 3, Camat mempunyai fungéi P | ' ;
a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemarintahan umum dan
pembinaan keagrariaan serta politik dalam gageri’;
h. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kzslurahan ; ,
c. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan
perekonomian, produksi dan distribusi serta pembi-
. naan sosial ; .

o7

Pembinaan pelayanan umum ; .
e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, keta-
tausahaan dan rumah tangga.

Y
BAB III
ORGANTIGSASI
Bagian Peartama
Pola Organisasi
Pasal 5
{1) Orga%isasi Pamerintah Kecamatan disusun berda-
’ sarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal ; .
(2) Pola Orgaﬁisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan beban ksrja Pemerintah

0 Kecamatan yang bhersangkutan ; .

(3) Bebhan Xerja pada setiap Pemerintah Kecamatan
dinyatakan dengan angka kredit yang diukur berda-
sarkan kriteria jumlah penduduk, luas Wilayah,
jumlah Desa/Kelurahan, jumlah dana bantuan dan
ciri khusus serta aspek pelayanan kepada masyara-
kat., ~

Pazal 6 -

Keatentuan peaetapan Pola Organisasi Pemarintah

. Kecamatan sebagaimana dimakéud_dalam pasal 5 adalah
sabagai bherikut : .

a. Pemerintah Kacamatan, dengan jumlah angka kredit

sampai dengan 75 merupakan organisasi Pola Mini-

mal ; .

b. Pemarintah -



Mfegerl etel

anisasi Pola maksi-

Geli

+ 1 -
[

§ow o
(W1

-

dengan 100 merupakan O

sebagaimana terzebut dalar

7

Pasal
(1) Berdasarkan beban kerja

matan, dengan J

.
vecd

tetapkan organi

.
1

L

intah [

Pemerin

sampal
v

pasal § d

mal.
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: B i f
! S ‘ !
i S [
| ? -5
i . : | ‘
. Sekrgcaciat’ :
R » j . i
: ‘ i Pasal 9"
: : v

(1) ‘s '“retariat ’ecamétaﬁ mempunyai tugas mélakukah

pewbinaan adminlstrasi dan memberikan pelayanan
“teknis dmlniatratlf kepada seluruh satuan organi-
:sasi Pemerlntathepamatan P

Ed
3

“u

3
[}

(”)Unu k menyéléng%ar%kan tugas te
ayat (1) pasal inl,'Sekretariat Ke
puuyaL fungsi ;?-_. ?

“a. Penyusunan’ ‘rencana, pengendalian d~-

f & pengevaluaai pelakaanaannya .

” . h. pengelolaan: urusan keuangan ;
={q. pelakaanaan tata usaha umum, tata usaha kepega-
-’! waian serta- tata usaha perlengkapan ; .
{d- pelakaanaan urusan rumah tangga ; '
g. pelakoanaan tugaa-tugao lain yang dibkerikan
| ‘ oleh Camat.® .
1 L : ? ;
! . Ty
. i . Pasal’ 10
'(1) Sekretarial KeCamatan terdiri dari :
; é. Urusan Perenbanaan
| * B. Urusan Umum P
- . :
= {2} Yrusan- urusan dlmaksud pada ayat (1) masing-masing
| ‘ ' @ pimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada
? ?ibawah dan bertanggunc jawalb kepada Sekretaris.
P voE »
. . Pasal 11
T o N i 5 .
’(1) Urasan ¢erenuanaan mempuﬁyal tugas
' ﬁja. Menghlnpun dan ﬂenguliola data ;
g'%. Melakukan : valua51 dalam rangka pengendalian
E ; pelaksanaan program dan anggaran ;
ey Menrusun laiqran penyclenggaraan pemerintahan

dan penba.guﬂén Kecamatan ;
-b. Malaksanakan tugao~tugao lain yvang diberikan
oleh Sekretaris i

< : s} 1lyne o
- £ (VR RNy

H

- " "' k
!



(2)

(1)

(1)

faksi Pemarintuhan terdiri dari :

saeer

'
o
el

Urusan Umuin menpuqya: tugaq :
a. Melakukan u;uaan ourat meny urat dan tugas-tugas
" kearsipan ;.f §; )
b. Malakukan tata uaaha kapagawalan dan késgjah«
teraan pegawai . '
c. Mengelola euéngan dan melakukan tata usaha
keuangan tcrmasuk pembayaran gajl pegawai ; ,
d. Melakukan tugas—tugaa rumah tangga dan tata
usaha perlengkdpan ; » :
e. Melaksanakan tugas—uugas lain yang diberikan
oleh S nretarlg, .
Seksié?emerintahan
5 al 12

Saksi Pemer;ntahan mempunyai tugas melakukan

wrusan peme:ln;ahan umum dan pemerintahan

Desa/Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban ;
N .

Untuk menyelenégafakan tugas tersebut pada

ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyalenggaraan pémerintahan umum dan pelaksa-
naan koordina al Inpbanpl instansi di lingkungan
Pemerintah Kecamatan ;

bh. Pembinaan dibidané ketentraman dan ketertiban
wilayah :erta pembinaan uatuan Poli:

w
’.‘
g )
o
3
e}
=3
Q

Praja ; :;

c. Ps mbinaan -daﬁs pengadministra,&an kapendudukan
dan catatan sfpil ;

da. Pambinaan pam;rintahan Dasza/Kalurahan ;

o

Palaksanaan tugas tugas lain yang ‘diberikan
olah Camat. -

CRE 1A,

%

_5asal 13

(O]
<i
o3
e

a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan D
Kelurahan ; - '
h. Sub seksi Kependudukan ;

c. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

ix

g
i

s
o




it

(1)

siub Saksi - Sub ;Seksi dimaksud pada ayat (1)

.masing—masing dipimpin oleh sesorang Kepala Sub
.8eksi yang bcrada dlbawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala qé 51 Pemerlntahan.:. o

.aub Seksi Pewerlntahan Umum dan Deaa/KeluLahaﬂ
'mempunyal tugas :f .
fan Menyiapkan bahan penyelenggaraan Pemerintahan

Umum dan Pemer;ntahan Desa/Kelurahan ;

"h. Manyiapkan baﬁan untuk dan pembhinaan scsial

politik, keSatﬁan 5angsa, idiologi Negara dan
urusan pemallhan unum serta penyelenggaraan
koordinasi ;

. ¢, Menyiapkan bahan .pembinaan organiszasi kema-

vyarakatan dan7lembaga kemasyarakatan lainnya ;

d. Menyiapkan bahan ‘pembinaan pertanahan ke-

agrariaan ;

Y
M

a. Melakukan pembinahn administrasi Desa sarta

[\ )

(3)

)

‘tugas :

bimbingan, beténjuk dan pengawasan pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa ;

f. Melaksanakan tugag tugas lain yang diberikan

oleh lepalavuekal Pemerlntuhan H

sub Seksi Vependudukan mempunyai tugas

a. Meny iapkan bahaﬂ penyvelenggaraan pewmbina

~ kapendudukan d%n caLaLan sipil ;

h. Malakukan peia anun kartu penduduk, kartu
© keluarga, ourat Jalan atau surat keterancan
 lainnya ; - . '

Melakukanfpdnguhpulan data dalam rangika

e L

. administrasi pelaksanaan tranamigrasi ;
d. Melakukan adnlnlstraal perpindahan dan pertam—
bahan penduduk oerta memellhara data penduduk ;

i

e. Mala nakan tugas tuga laln vrang diberikan
leh (epa*arﬁekal Pemerintahan Uium dan
Pes L$Kﬂlurahan HNY

Sub Seksi Ketentraman dan Ketartiban mempunyai

a. Manyiapkan bahan pembinaan ketertiban umum dan
- ketentraman ;




—
8
S

(1)

- & =

b. Menyiapkan bahan pembinaan Satuan Polisi Pamong

Praja ; :

c. Melakukan penertiban dalam rangka peneg
Peraturan Dakrdh serta ketentuan dan peraturan
perundangan laihnya ;

=
Q
w
m .

d. Melakukan pengamanan wilayah dalam ra
mencagah timbuinya gangguan ketertiban, terma-
suk Kantor dan rumah jabatan Camat ;

e. Melaksanakan ﬁugas—tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pemerintahan. ,

Seksi Pembangunan Masyarakat Dassa/Kelurahan
Pasal 15
Seksl Pembangunan Masyarakat Dssa/Kelurahen
mempunyal tugas mélakukan perencanaan dan pelakss
naan pembangunan fisik, pelayanan umum, p
ekonomian, produksi dan distribusi =ze
kesejahteraan sosial ; ‘

2

Untuk menyelendgarakan tugés tersebut pada

ayat (1), Seksi{Pembangunan Masyarakat Dasa/

Kelurahan mempunyqi fungsi :

a. Penyusunan prégram dan pembinaan pembangunan
sarana dan pradarana ;

b. Pembinaan pela&anan umum ;

c. Penyusunan prdgram dan pembinaan dalam rangka
meningkatkan pértumbuhan parekonomian, procduksi
dan distribusii;

3

-
-

d. Penyusunan program dan pembinaan kesejahteraa
sosial ; £ *

3

-
-

e. Penyusunan program dan pembinaan 1lingkunga
hidup serta ke?ersihan ; )

f. Pelaksanaan tpgas-tugas lain yang diberikan
oleh Camat. ;

;
€

pus

Bésal 16

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ter-
diri dari : :

a. Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelaranan
Unium ;



D

[\8)

(2)

[0 ]

(2)

(1)

[]
b

9:
O . i
b. Sub Seksi Pérekonomian, Produksi dan Distri-
) i : :
busi ; . 4
N : : . s .
c. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan

Sub Seksi-Sub'Séksi dimaksud pada ayat (1) masing-
masing dipimpinioleh seorang Kecpala Sub Seksi yang
berada dibawah §an‘bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Pembangunén Masyarakat Desa/Kelurahan. .

'jPasal 17

Ssub Seksi Sarafia, Prasarana dan Pelayanan Umum

mempunyai tugaé : !

a. Menyiapkan bahah penyusunan program dan pembi-
naan pembaﬁgunan sarana, prasarana Desa/
Kelurahan s?rta_pembangunan sarana prasarana
pada umumnya. ;

bh. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegistan
pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Tem-
bangunan ;

c. Menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum sarta
penyusunan mekaﬁisme pelayanan perizinan ;

d. Menyelenggarakan tata usaha perizinan ;

e. Melaksanakaﬁ tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepaﬁ% Seksl Pembangunan Masyarakat
Desa/Keluraﬁan ;-

Sub Seksi Pequonomian, Produksi dan Pistribusi,

mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembi-
naan perekbnomian, produksi dad distribusi
hasil produksi ;-

b. Menyiapkan ﬁahan kegiatan penyuluhan/pembinaan

pengembangag kepariwisataan dan pertambangan ;

c. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga-lembaga. . ..

parekonomian desa, program Bimas/Inmas dan
melakukan pendataan industri kecil dJdan ke-
rajinan serta usaha cgotong royong ;

d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan per-

ekonomian; produksi dan distribusi hasil
produksi ;

R
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N i
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! v
e. Melakoanakan tugas tugaa ,ang dlberlka1 oleh
Kepala uUb eksl PembanQUﬂan Maszaraka;
Desa/Ke lurahan HEN

ce,

{(3) sub seksi Késejahteraan Sosial dan“Lingﬁuhgan

Hldup mempunyai tugas :

a. Menyiapkan. bahan untuk penyuaunan program dan
melakukan pembinaan sosial, bhantuan sosial dan
pelayanan 3031a1 ;

b. Menyiapkan ' bahan untuk panyusunan program dan
melakukan Qembinaan dalam upaya peningkatan

kesehatan maoyarakat keluarga bersncana, gizi
masyarakat' dan pemberantasan penyakit menular ;

c. Menylapkan bahan untuk penyusunan pProgram
pembinaan, pendidikan, kepemudaan, olahraga ;

d. Menyiapkan bahan bPenyusunan program dan pembi-
naan pelestarlan lingkungan hidup, penghijauan
dan uparya penlngkatan peran serta masyarakat
dalam kebers1han ;

. Menyiapkan bahan rekomendasi dalam'permintaan
atauv penyaluran bantuan sosial, termasuk
bantuan bencana alam ;

f. Helaksanakan-tugas tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
Desa/Kelurahan )

7

.."

KelompokFJabatan Fungsional

~Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai turas,
membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

~.Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagalmana dimaksud
_ dalam pasal 18 Keputusan ini, terdiri dari sejum-

lah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang )

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahlianya 7 '

]

N i (2) Setiap

w

.
tr e ;e aee,
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(1

\

fkepada Camat f

& 11? =

b

‘Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal “ini

dipimpin oleh seorahg tenaga fungsional senior

vang ditunjuk oleh Camat, dan bert'anggung jawab

Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentulan

“berdasarkan kebuﬁuhan dan beban kerja

~Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada

ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 3 aﬂg berl"“

Ragian Ketiga
Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan
Pola Maksimal

Susunan Organisasi

J
Q
l—_‘

gsusunan O“ganﬁsasi Pemerintah Kecamatan
i

Maksimal terdiri dari :
a. Camat ; :
b. Sekretariat i ;
¢, Seksi Pemeriﬁtahan §

d. Seksi Ketent%aman dan Ketertiban ; :
e, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan ;

f. Seksi Kasej@hteraan Sosial ;

g. Beksi Pelayinan Umnum ;

h. Kelompok Jab?tan Fungsional ;

Sekretariat diﬁimpin oleh Sekretaris dan masing-
masing Seksi dlplmpln oleh secrang Xepala Seksi
yang berada dlbawah dan bertanggung Jjawab kepada

Camat. ; :

‘Sekretariat
Pasal 21

Sekretariat mémpunyai tugas melakukan pembinaan
administrasi “dan memberikan pelayanan teknis
administratif ikepada seluruh satuan organisasil

-

Pemerintah Kecamatan ;

>
|
=
;
vy




7éf _ ;12. _ } .F v P f!
(2 ) Untuk nenxelenggarakun tugas teroebut pada avaL
(1) Sekretariat mempunyal fungsi :

ha. Penyusunan pcrencanaun pangsndalian ‘dan

naannya ; T : S

~.b. Pengelolaan Urusan keuangan ;

¢, Pelaksanaan Eata'bsaha umum, tata ﬁsaﬁa kepega-
waian dan tata usaha perlengkapan’ ;

q. Pelaksanaan urusan rumah tangga ;

€. Pelaksanaan tugas tugaav ain vya
ocleh Camat. .; ?{i i ;

s z B EJ; | !

: . Pasa ¥

-}

kan

[le]
[

- ————T -
@
a4

§
i

!
{
t
g
22

(1) qekretarlat terdirl darl ;
.a. Urusan Perencanaan ;
?gb. Urusan Keuangan ;..
i, Urusan Umum }f~ ‘
(2 ) Uru51n ~urusan dlmaksud pada ayat (1) masing- masing
dlblmbln oleh seorang Kepala Urusan yang berada
;- dibawah dan bertanggqng Jawab kepada Sekretaris.

v
S

) * .

L. . 'S

PasaL 23
(1) Urusan Perencanaan mempunyal tug :
a. Menghimpun dan menganalisis data serta menyusun
5: program dan perencanaan ;
fb. Melakukan evéluaﬁi dalam rangka pengendalian
' pelaksanaan pfog*ém dan anggaran ;

,:Jb. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerlntahan

. -
. .

L4 dan pembangunan Kecamatan ; | s
4. Melaksanakan - ‘tugas-tugas lain yang diberikan
‘4 oleh Sukretaris ; - . . .

(2 ) Urusan Keuangan mempunyal tugas : -
{?. Mengelola dan melakukan tata usaha keuanqan
;{ dalam penyele nggaraan Pemerintahan Kecamatan ;
%ﬁ. Malakukan tata uoaha dan melakukan psmbayaran

-%5 gaji pegawai ;. ,

-&. Mengelola keuangaﬁjperjalanan dinas serta hak-

<% hak keuangan pegawai lainnya ; -

£ ’ : ; 4. Menyusun

penyiapan bahan_untuk mengevaluasi pelak=a-

r
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:;FW UnLuk menyelenggagdkan tugas
; '”ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
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- 43 -

Menyuaun laporan pértanggung jawaban keuangan;
Melak sanakan tugas tugas lain yang dlberlkan

oleh Sekretarls ; ﬁ
':, ‘ b . & )
?.‘. E'é

,tugaq :
rat menyurat dan tugas-tugas

Sy

L850,

Melakukan'urusan 8!

-~

kearslpan -

Melakukan tata}usaga kepegawalan serta keseJah-
teraan pegawai

Melakukan tata usgha dan pemeliharaan perleng-
kapan ; j-f f . 3

&

Melakukan tqgas -fiugas rumah tangga dan Le—

protokoian
Melaksanakan tugaﬁ ~-tugas .lain yang diberikan

1

B R SR

oleh uehretaris.'g

" 8aksi Pemérintahan
S e i Pl

. Pasal¥ 24

HE: b E?

1)» aksi Pemerlntahan mempunyai tugas melakukan

~uruoan pemenintahdﬁ umum, Pemerintahan Des a/
'”Kelurahan dan admlnlstra31 kependudukan seita
.gpembinaan politlﬁ dalam negeri ;

't

tersebut pada

Penyusunan prog{am dan melakukan pembinaan
penyelenggaraan pemerlntahan umurm dan pemerin-
tahan Deéalxeluré%an - )

Penyusunan program dan pembinéan administrasi
kependudukan pan ?atatan sipil ; ’
<Penyusunan program dan pembinaan kegiatan
social polltik ?deologl negara dan kesatuan

'hangsa‘;ﬁ; ; )

Panyusunan program dan

pertanahan/keagrarlaan ;
Pnlnkaannan tugds tugas lain yang diberikan

oleh Camht §
= oy
3 g
; ;l's' ’c" ”
. o Pasal 23
. S
v R
H . . # r
g A &
; PR
ISR S o £

pembinaan dibidang-



(1)

(2)

(1)

(2)

e
Seksi Pemerlntahan terd1r1 darl L ,
a. Sub Seksi Pemerlﬁtahan Umum dan Desa/Kelurahan,
b. Sub Seksi Kebendndukan ; o

c. Sub Seksi’ u0$181§POlltik HER

o
.

‘_Pasél ;és
t

gub ek31 - svb Sek31 dimaksud pada ayat (1)
masing-masing dlpimpin oleh seorang Kepala: Sub
Seksl vyang berada %ibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sek51'Pemer1ntahan. "

.pasal 26

Sub Seksi Pemerintahan Umuim dan Desa/Kelurahan

mempunyai tugas: '

a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan
PumuzlnLahan,Deaa/Kelurahan ;

b. Melakukan pembinaan bidang administrasi Deaa
serta blmblngan,ﬂpetunjuk dan pengawasan pelak-
sanaan pemifihan'Kepala Desa ;

c. Menviapkan pencalonan, pengangkatan dan pembsr-
hentian Kepala Desa/Lurah dan pejabat-pejabat
lain di 11ngkungan Pemerintahan Desa/Kalu—
rahan ;- ‘; ;

d. Menyiapkan’ baﬁan pembinaan dan melakukan
pelayanan bidand pertanahan / keagrariaan ;

e. Melak sanakan tUQas tugas laln vang diberikan
oleh Iepala ek81 Pemerlntahan ;

Sub Seksi Kepeﬁaud&kan mempunyai tugas, ;

a. Menyiapkan bahag penyusunan program dan penye-

lenggaraan pemblnaan kependudukan dan catatan

sipil ; ?

b. Melakukan palayanan kartu penduduk kartui ke-

luarga, surat jalan atau surat ketera gan

lainya ; ;

c.Melakukanfpéngumpulan data dalam rengka
administrasi peYaksanaan transmigrasi ;

‘d. Melakukan aﬁministrasi perpindahan dan pertam-
bahan pendu@uk garta memelihara data penduduk ; -
L 8. Melakaanakan

LR



(3)

4 atiaereat .

s

e. Melaksai;kanétugasétugas lain yang diberikan
oleh Kepéig S%ksi'Pemerintahah ; ]

Sub Seksi SOsial POlltlk nampunyal tugao ;

a. Menylapkan bahan penyusunan program dan pembl-
naan polltlk dalam negerl,'ldeologl negara
serta Lesatuan bangsa ;

b. Menyiapkan bghan pembinaan organisasi sosial
politlk,, o%gaﬂisasi kemaéyarakatan serta
lemabaga kemaeyarakatan lainnya ;

c. Menyiapk@n dqta, melakukan evaluasi dan pela-
poran péikembangan sosial politik, ideologi
negara dan keBatuan bangsa ;

a. Henyiapkan bahan pembinaan dan melakukan 'ke-
giatan dalam benyelenggaraan pemilihan umum ;

T e. Melaksanakan ‘tugas- -tugas lain vang diberikan

(1)

(2)

. oleh Kppala uek51 Pemerlntahan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban
T i

LT
£l

Pasal 27

Seksi Ketenframan dan Ketertiban mempunyai tugas

melakukan pembihaan ketentraman dan ketertiban

wilayah serﬁ?ipeébinaan poclisi pamong praja ;

Untuk menigleﬁggarakan tugas tersebut pada

ayat (1) Sak81 Ketentraman dan Ketertlban mem-

punyai fungs;

a. Penyusunan ptogram dan pemblnaan ketertibhan
wilayah i '

b.‘Penyusunan péogram dan pembinaan 'Perangknt
Wilayah il;

c.'Penyusun@h{prégram dan pembinaaﬁ polisi pamong
praja; . ' |

f. Pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikah’
oleh Camat. .

iﬁ .

v

éasal 28

ke

(1) .eksl Ketentraman dan Ketertiban terdlrl dari ;

a. Sub uahsi Keterlban umum
b. Sub Seksi. POliSl Pamong Praja ;

o

oL (2) Sub

T RegTe e
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-\:i": ; \

(2)'Sub

Seksi- uuﬁ'ueksi'dimaksud pada ayat (1) masing-

. masing d1p1mp1n oleh seorang Kepala Sub Seksi yang
;nberada dlbawah dah bertanggung Jaﬁab kepaaa Ke la
" Beksi ketentraman dan Ketertlban yang selanjutnya

(1) Sub feksi Ketertiban Umum, mempunyal tugas

al

“iib,

;. a.

LAY
:

.
. L
toe

toy

PR}

Y

‘disebhut Mantrl P01131 Pamong PraJa

i ot ] e

l

-"‘_‘Jf‘:'-a.‘

N ﬁasal_ 29

W
'

Menyiapakan ‘bahan penyusunan program dan
pemblnaaﬂ kethtlban umum/ketertiban wilayah ;
Mengumpulkan data melakukan evaluasi serta
menyusung ]apqran kejadian dan keadaan Yyang
menyangkut katerfiban umum ; .
Menyiapﬁan bahan untuk koordinasi dengan
1nstan31/kecamatan lain dalam .penanganan perma-
aalahan yang terkait dengan Letertlhan
umum/w11ayaha,

Nenylaphan bahan pembinaan dan pengendal*an
dalam rangka;tertlb perizinan ;

Helakaanakan tugaa~tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Bek31 Ketentraman dan Ketertlban ;7

' 4
e

(2} Sub Seksi Ebllai Pamong Praja

Menyiapkan bahan untuk penyusunan program kerJa
dan pemblnaan aparat ketertiban dan atau pOllSl
pamong graJa

Melakukan kagiatan penertiban dalam rangka
penegakgn Paraturan Daerah serta ketentuan dan
peraturan parundangan lainya ;

Melakukan patroli wilayah dalam rangka mencegah
timbulnya gangguan ketertiban ; N

Melakukén pengamanan Kantor dan rumah jabatan
€amat ;. N Co.

f

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh

Kepala peksi Ketenatraman dan Ketertiban;

.'.'-' g

N

f Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

.3 Pasal 30

o 1'..'..,“ :.

(1) Seksi Pembangunan Masyarakat Dssa/Kelurahan,mem-
punyai tugas “melakukan pemblnaan pembangunan
dibidang . perekonomlan Deaa/Kelurahan,- roduksi dan
dlstrlbusi sertta pemblnaan lingkungan hidup ;

" {2) Untuk -

ey
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1‘.

N

.
s,
-

‘ 2) Untuk ﬂen,elenggarakau tugaa férsébuo"paaé
| ayat (1) uekSi Pambangunah ‘Masyarakat Desal/
‘ Kelurahan mempunyal‘fungal : - d. '
a. Penyusunan program 'dan pembinaan pembangunan
1_ parekonomian masyarakat Desa/Kelurahan ;
‘ b“Pen"uounan program dan pembinaan dibidang
produksi dan dlatrlbUnl hasil produksi ;
.;Penyusunan program dan pembinaan llngkungan
hidup ;
4. Penyusunan program dan pembinaan dalam upaya
} menlngkatkan peran serta masyarakat dalam
i 'penghljauan dan pengandallan pencemaran ling—

e}

-

kungan ; R :
J . 8. Pelakpanaan tugaa—tugas lain yang diberikan

‘ ; cleh Camat. .-

| ' o Pésal 31

(1) Seksi Pembangdnad Masyarakat Desa/Kelurahan ter-

[ diri dari :. ;
| .3' sub Seksi Perekonomlan, produkai dan distri-

| busli ; :
| b. Sub Seksi Llngkungan Hidup ;

(2) Sub Seksi- uub'Seksi dimaksud pada ayat (1) ma51ng—

! ' ma51ng dipimpin 4leh seorang Kepala Sub gseksi yang

1 berada dlbawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
quSl Penbangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.

R

Pasal 32
(1) Sub | eksi’PereKonomian, produksi dan distribusi
.. mempunyai tugas* )
: a. Menylapkan bahan penyuaunan program dan pembi-

naan perekonomlan Desa/Kelurahan ;

. b. Menyiapkan bahan penyelenggarain pombiraao

dalam bidanq perbankan dan perkreditan raky-t ;
c. Menylapkan pbahan penyelenggaraan pemb 1aan
dalam keglatan/usaha peternakan, perkeb: .an,

perlkanan dan pertanian ;

’

d... Melakukan

-~r
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d. Melakukan pEmblnaan dalam 'rangka meningkatkan

usuha gotong royong ;

R A s
e. M 1y1apka1 bahan yenyuaunan yrogram dan penbi-
naan untuk menlngkatkan kalancaran dlstr;buar

hasil produksx r
£, Melaksanakan tugas-tugas yang dlberikan oleH

Kepala uegsl Pembangunan Masyarakat Desa/

Xelurahan. 5 '

Sudb Seksi Lingkungan Hidup mempunyai %tugas

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembi-
naan pelaﬂSanaan pelestarian lingkungan hidup ;

b. Menylapkan{pahan penyusunan program dan p~ambi-

" naan dalam ‘pelaksanaan penghijauan lingkungan ;

c. Melakukanjbembinaan serta upaya peninglkatan
paran serté masyarakat dalam paenghijauar dan
pencegahanfpencemaran lingkungan ;

d. Melaksanak&n tugas -tugas lain yang dibavikan
oleh Kepa;a Seksi Pembangunan Masyarakat
Desa/Keluréhan. . |

5
SeksiiKesejahteraan Sosial .

Seksi Keaejéhteraan sosial, mempunyal .tugas
mengkoordlnasikan penyusunan program dan melaksa-

nakan pembinaan kesejahteraan sosial ;.

Untuk mehyélenggarakan tugas tersebut pada

ayat (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai

fungsi : ' ,

a.Penyusunén program dan pembinaan sosial,

. bantuan dan pelayanan sosial.;

b.Penyusunén program dan pembinaan dibkidang
kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah
raga ; .

c. Penyuounan program- dan pembinaan dlbldang
kehlduyan keagamaan, pendldlkan dan kebu-
dayaan ,_é :

d.Penyuaunan program dan pemblnaan dibidang
kesehatanzmasyarakat dan keluarga berencana ; -

.;-

.. !
2

‘s, Melaksanakan



-

.
e . .

I |
K

e. Melaksanakan tugao -tugas la1n fang dlberlkan
oleh Camat. -

' Pasal 34 o i

'

(1) seksi Kesejahteraan Sosial terdiri dari
a. Subp Seksi Keoejahtetaan ;

b. Sub Seksi Blna Mental dan Spiritual

.
? '

(

*d

} Sub ekai-uu5'° eksi dimaksud pada ayat (1) mnsing-~

ma31ng dlplmpin cleh seorang Kepala Sub Seks Yang
barada dlbawah dan bertanggung jawab kepada Hepala

Seksi Keaejahferaan Sosial. ¢

(1) eksi kesbjahteraah, nempunyai tugas
a. Men"iapkan-bahan untuk penyusunan program dan
pemblnaad

sosial ;

b. Menylapkan. bahan penyusunan program dan pembi-

naan kopada pomuda, olahraya dan pueranan
wanita ; :% )

. bantuan sosial dan pPelayanan

?

Q

Menyiapkan bahan rekomendasi
atau penyYaluran bantuan
bantuan bencana alam ;

dalam p

er
sosial, termasuk

Menghimpun data dan melakukan tata usaha

bantuan sbsial atau bantuan untuk kegiatan
kepemudaané~peranan wanita dan olahraga ;
Melaksanaﬁan tugas-tugas: yang diberikan olzsh
Kepala S@b Seksi

Pembangunan Masyarakat
Desa/Kelurahan.

o 3
i

Pasal 36

(1) Sub Seksi Biﬁa Mental dan Spiritual, mempunyai ...
tugas : s

a. Menyiapkanibahan untuk penyusunan program dan

nelakukan pembinaan peningkatan kehidupan
beragama ;?w

? _b_. Meany ch;n -



)

b.

d.

T,

Menylapkan bahan;untuk penyuaunan program dan
melakukan pemblnaan dalam upaya peningkatan
kesehatan maoyarakat, keluarga bherencana, glal
masyarakat dan pemberantasan penyaklt menular H
Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
melakukan pemblnaan dalam upaya pengembangan
kesenian daerah. .dan kebudayaan ;

Melaksanakan Lugas -tugas lain yang diberikan
oleh Kepala geksi Kesejahteraan uosial.,

Seksi Pefayanan Umum -
?.
paégl 37

[

{1) Seksi Pelayanan Umum “mempunyail tugas melakukan

] urusan pelayanan’ iimum yang meliputi kekayaan dan

inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta

sarana dan prasarana umum ;

| (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada

ayat (1) Seksi Pelayanan umum mempunyai fungsi :

. a,

b.

' d.

Penyusunan program dan penyelenggaraan pembi.-
naan pelayandn Xekayaan dan inventarisasi
Desa/Kelurahan?;

Penyusunan program dan panyelenggaraan pemh
naan pelayanén kebersihan, keindahan, pe¥-
tamanan dan sanitasi lingkungén H

¢. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembi-

naan oarana dan prasarana fisik pelayanan
umum ;

Pelaksanaan tugas -tugas lain vyang diberikan
oleh Camat. ,

* Pazal 38 .

(1) seksi Pelayanan umum terdiri dari :

a,

b,

(a3

sub Seksi Keékayaan dan Inventarisasi Desa/.
Kelurahan ;

sub Seksi Kebersihan ;

sub Seksi Sarana dan Prasarana Umum ;
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(2) sub Seksi - sub ek31 dimaksud, pa&a'azng (13'
masing-masing dlplmpln oleh seorang Kepala Sub

gaksi yang be;adn dlbawah dan ue;tangjung Ja

[

kepada Kepala Selksi Pelayanan Umum. .

(1) sub Seksi Kekayaan dan Invenﬁarisasi'Desai

Kelurahan’ mempunyai tugas @ ‘

a.

Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
pembinaan pelayanan dibidang kekayaan dan
inventarisasi Desa/Kelurahan ;

Mengumpulkan dqn mengolah data sebagai bahén
penyusunan 1nventarlsa31 Jumlah kondisi dan
kekayaan Desa/Kelurahan ;

. Melakukan pembinaan, bimbingan, petunjuk dan

yengawasaﬁ pengelolaan X¥ekayasn Desa/
Kelurahan ; .

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pelayanan umum ; .

(2) Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas ;

a.

(’:), c'

Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembi-
naan kebersihan aerta keindahan lingkungan ;
Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembi-
naan dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan
pertamanan ; : '
Melakukan penyuluhan dan bimbingan dalam rangka
peningkatan peran serta masyarakat dalam men-
ciptakan Xebersihan dan kelndahan di lingkungan
pemukiman ; ‘ .

Melakukan penyuluhan dam bimbingan kepada
masyarakat dalam rangka membudayakan hidup

persih ;

ialaksanakan tugas - tugas'lain yang diber’kan

" oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum ; .

-~ e

Seksi Sarana dan Prasarana Umum mempunyai

" tugas

-

Menyiapkan bahan ‘penyusunan program dan pembi-
rnaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;

b, Menyusun



T,

~-1en'}u.=un program dan pembinaan

fen
-

sarana dan .Prasarana peldyanan umum
Desa/Kelurahan ; ' )
c. Menyiapkan bahan penyustnan program ddn penbi-
naan pemugaran lingkungan dan perumahan H
d. Melakukan pembinaan dalam pembangunan dan.
pemeliharaan oanlta51 llng&ungan, tempat pem—i
i ' !
buangan aampah oementa#a (TPS) dan |saranal
: ‘ o A Lo
kebersihan' lalnnya ; ; ;, , BRI
8. Melaksahakan tudaa tugao ia‘k}yahg dibérikan!
! . I ! |
-oleh uepala uekal Pelayan%n U4um,_, g h
: P L B | i!
Kelcmppk Jabatan Fungsional
Pasal 40
Ketsntuan'Kelompok Jabatan fungsional adalah

sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada

Organisasi Pemerintah Kecamatan Pola Minimal sebagai-

mara diatur dalam pasal 18 dan pasal 19. .

BAB IV

TATA KERJA
Pasal 41

Dalam mela“"anakau tugasnya, Camat,
dan para Kepala

Sekretaris
Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub

Seksi serta Ke lompok Jabatan Fungalonal wajib mernarap-

kan prinsip koordlnaal, integrasi dan
alk dalam llngkungan masing-masing maupun
satuan organisasi dalam Pemerlntah- Kecamatan

dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 42

atuan orguni"1 i
bawahan masing-m331ng bila terjadi

Setiap pimpinan s

——
[y
gt

agar mcngambil langkah-langkah - yang
sesuai dengan_perundangan yang berlaku ;

I2\

sinkronisasi

antar
cesuai

ajib mengawasi
penyimpangan
diperlukan

Ak -
LRV Ny

i
'}

\.
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(2) Setiap bPimpinan satuan organisasi dalam lingkungan

Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin
| v
. dan mengkoordingsikan bawahannya masing-masing dan

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelakcaraan
' tugaz bawahan ; |, '

(@)

(

) Setiap satuan Pimpinan organisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung

| - Jawab kepada atasan masing-masing serta menyampai-
I

kan laporan berkﬁla tepat pada waktunya,

'BAB v
KETENTUAN LAIN-LATN

Pazal 43

. Dengan berlékunya Keputusan ini, Keputusan
Gubarnur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29

Marst 1994 Nomor 20 Tahun 1994 tentang Organisasi dan
amatan di Jawa Timur dicabut

dan dinvatakan tidak berlaku lagi.

Tata Kerja Pemerintah Kec

Phsal 44

(1) Perwakilan Kecamatan Yang sudah dibentuk
ditetapkan Keputusan ini
tu ;

sebealum
menjadi Kecamatan Pemban-

(2) Kecamatan Pemban@u dipimpin oleh
Pembantuy Yang berada dibawah dan ber
kepada Camat., ., ’

Seorang Camat
tanggung jawab

3 ]

Pagal 45

Bagan susunan organisasi Pamerintah {ecamatan

Pola Mirnimal dén Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal

\
1
’ sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I dan

e

angka II Keputusan ini;

i

—r—hy o o -

é
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;‘Pésal: 46

Nama, loka{irdan jumlah ?amdrintah Kecamatan
Pola Minimal dan Pemerintah Kecamatan Pola Maksimal
sebagaimana torcantum dalam Lampiran Angka III Keputus
an ini. ' ) " '

BAB VI
KETENTUAN PRNUTUP

Pasal 47

(1) Xeputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetép—
- kan ; ' ‘ |

(2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daserah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabay%
'Pada Tanggal : 24 Maret 1998

D!UMUMKAN DALAM LEMURARAN DAERPAI
PROPiNSI DAERAL TIRGEAT | JAWA T:MUR

| ToL 25-3-/998 Wo. /T 103

Y

SOEDIRMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikah kepada :
Yth. : 1. 8dr., Menteri Dalam Negeri di. Jakarta.
| 2. sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I
' Jawa Timur di Bﬁrabaya.
sdr. Pembantu ‘Gubernur difJawa Timur. .
4;7Sdr.-InSQektur Wilayah Prbpinsi Jawa Timur 4i
- Surabaya. '
£, s8dr. Kepala Kantor Paembangunan Masyarakat
Dosa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya.
6. 8dr. Bupati/Walikotamadyé Kepala Daerah Ting-
kat II di Jawa Timur.

7. 8dr. Kepala Biro di lingkungan, Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya. '
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DAI’TAR RINCIAN ORGANISASI
PEMDRINTAII KECAMATAN DI JAWA Tl'MUR

. 4
i I

-

Kepu(usnh Gubernur Kepala Dacrah

Tingkat I Jawa Timur
- Tanggal -

Nomor

24 Maret 1998
19 Tahun 1998

NO. | KABUPATEN/KOTAMADYA POLA ORGANISASI
| MINIMAL MAKSIMAL
1 2 . 3 4
I' | KOTAMADYA SURABAYA 1 | Kec. Karang Pilang 1 | Kec. Sawahan
~ : 2 | Kec. Dukuh Pakis 2 | Kec. Wonokromo
3 | Kec. Wiyung 3 { Kec. Tambak Sari
4 | Kec. Wonocolo 4 | Kec. Gubeng
S | Kec. Gayungan 5 | Kec. Rungkut
6 | Kec. Jambangan 6 | Kec. Sukolilo
7 | Kec. Gunung Anyar 7 | Kee. Mulyorejo
8 | Kec. Tenggilis Mejoyo 8 | Kec. Pabean Cantian
9 | Kec. Asem rowo 9 { Kec. Semampir
10 | Kec. Sukomanunggal 10 | Kec. Krembangan
11 | Kec, Genteng 11 | Kee. Kenjeran
12 | Kec. Tegal Sari 12 | Kec. Tandes
13 | Kec. Bubutan 13 | Kec. Benowo
14 { Kec. Simo Kerto 14 | Kec. Lakarsantri
i KOTAMADYAMALﬁNG 1 | Kec. Blimbing
: 2 | Kec. Lowokwaru
3 | Kec. Kedungkandang
4 1 Kec. Sukun
- 5 | Kec. Klojen
oI | KOTAMADYAKEDIRI - 1 | Kec.Kediri -
. 2 | Kee. Mojoroto
o 3 | Kec, Pesantren
IV | KOTAMADYA MOJOKERTO 1 | Kec. Magersari
2 | Kec. Prajurit Kulon
V | KOTAMDYAPROBOLINGGO | 1| Kec. Mayangan ’
2 | Kec. Kademangan
3 | Kec. Wonoasih
VI | KOTAMADYA MADIUN 1 | Kec. Kartaharjo
2 | Kec. Taman
3 ! Kee. Mangunharjo
VI | KOTAMADYA PASURUAN 1 | Kee. Gadingrejo
’ 2 | Kec. Purworejo
3 | Kec. Bugul Kid::l
VIl | KOTAMADYA BLITAR 1 | Kee, Sanan Wetan
2 | Kec. Kepanjen Kidul
3 | Kec. Sukorejo
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n;KABUPATEN BANGKALAN
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Kec. Bangkalan
Kec. Kamal '
Kec. Socah

Kec. Bumeh -
Kec. Arosbaya
Kec. Klampis
Kec. Sepulu

Kec. Kokop

Kec. Tanjung Bumi
Kec. Kwanyar
Kec. Labang

Kec. Tragah

Kee. Blega

Kec. Modung
Kec. Konang
Kec. Geger

Kec Tanah Merah
Kec. Galis

KABUPATEN SAMPANG
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Kec. Torjun

Kec. Jrengik
Kec. Sreseh

Kec. Tambelangan
Kec. Omben

Kec. Ketapang
Kec. Banyuates
Kec. Sampang
Kec. Camplong
Kec, Kedungdung
Kec. Robatal
Kee. Sokobanah

Xt

KABUPATEN SUMENEP
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Kec. Kalianget
Kec. Talango

Kec. Mending
Kec. Bluto

Kec. Giligeting
Kec. Saronggi

Kec. Guluk-Guluk
Kec. Ganding

Kec. Pragaan

Kec. Ambunten
Kec. Pasongsongun
Kec. Rubaru

Kec. Dasuk

Kec. Batang-batang
Kec. Batu Putih
Kec. Gapura

Kec. Dungkek
Kec. Sumenep

Kec. Cayam
Kec. Nonggunong

Kec, Ra'as
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23
24

Kec. Masé!embh
Kec. Sapeken
Kec. Lenteng

"Kec. Arjasa

KABUPATEN PAMEKASAN
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Kec. Tlanakan
Kecc. Galis

Kec. Larangan
Kee. Kadur

Kec. Pakong
Kec. Waru

Kec. Pasean
Kec. Pamekasan
Kec, Proppo
Kec. Pedemawu
Kec. Pegantenan
Kec. Palenggaan
Kec. Batu Marmar

$»

KABUPATEN TUBAN

Vogahthawdh

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kec. Tuban

Kec. Semanding
Kec. Merak Urak
Kec. Widang
Kec. Singgahan
Kec. Parengan
Kec. Montong
Kec. Senon

Kec. Jatirogo
Kec. Bangilan
Kec. Kenduruan
Kec. Lambakboyo
Kec. Bancar
Kec. Jenuh

Kec. Palang
Kec. Rengel
Kec. Plumpang
Kec. Soko

Kec. Kerek

| xiv

KABUPATEN LAMONGAN
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Kec. Deket

Kec. Lamongan
Kec. Turi

Kec. Kembang Bahu
Kec. Sukodadi
Kec. Pucuk

Kec. Karangseneng
Kec. Modo

%ec. Ngimbang
Kee Bluluk

Kec. Sukorame .
Kec. Sambeng
Kec. Mantup

Kec. Solokuro
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Kec. Laren :

Kec. Glagah

Kec. Kalitengah |
Kec.Tikung /
Kec. Babat

Kec. Sugio

Kec. Paciran
Kec. Brondong
Kec. Karangbinangun
Kec. Sckaran v/
Kee. Kedungpring,

XV

KABUPATEN BOJONEGORO
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Keo - sekaran .
Kec. Sugihwaras
Kec. Temayan
Kee. Trucuk

Kec. Malo

Kec. Bubulan
Kec. Padangan
Kec. Purwosari
Kec. Kasiman
Kec. Tambakrejo
Kec. Ngambon
Kec. Ngraho

Kec. Margomulyo
Kec. Bojonegoro
Kec. Kapas

Kec. Balen

Kec. Dander

Kec. Baureno
Kec.Kepoh Baru
Kec. Kedungadem
Kec. Sumber Rejo
Kec. Kanor

Kec. Kalitidu
Kec. Ngasem

XVI

KABUPATEN MADIUN
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Kec. Sawahan
Kec. Madiun
Kec, Balerejo
Kec. Dagangan
Kec. Wungu
Kec. Kare

Kec. Gemarang
Kec. Wonoasri
Kec. Mejayan
Kec. Pilangkenceng
¥ec. Jiwan
i‘ec. Geger
Kec. Kebonsan
Kec. Dolopo -
Kec. Saradan

XVr

¥ AR T Al EN PONOROGO
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O

Kec. Ponorogo
Kec. Siman

v o - e
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11
12
13
14

15

16
17
18
19
20

Kec. Sukorejo
Kec. Sampung
‘Kec. Balong
Kec. Slahung
Kec. Bungkal
Kec. Ngrayun
‘Kec. Sambit
‘Kec. Mlarak
} Kee. Jctis; i
{Kec. Pulung -
{Kec. Sooko
.Kec. Ngebe!
‘Kec. Jenangan
Kec. Babadan
Kec. Bodegan
Kec. Kauman
Kec. Sawoo
Kec. Jambon

XV

KABUPATEN NGAWI
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Kec. Ngawi

Kec. Pitu

Kec. Kedunggalar
Kec. Sine

Kec. Nerambe
Kec. Jogorogo
Kec. Kendal
Kec. Karangjati
Keo. Pangkur
Kec. Bringin
Kec. Kwadungan
Kec. Geneng
Kec. Paron

Kec. Widodaren
Kec. Mantingan

.

KABUPATEN PACITAN
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Kec. Padas

Kec. Pacitan
Kec, Donorejo
Kec. Pringkuku
Kec. Punung
Kec. Kebonagung
Kec. Arjosari
Kec. Nawangan
Kec. Bandar
Kece. Tegalombo
Kec. Ngadirejo
Ksc. Sudimoro
Kec. Tulakan

KABUPATEN MAGETAN

HoW N —

Kec. Magetan
Kec. Poncol
Kee. Parang
Kec. Maospati
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11
12
13

Kec. Sukomoro
Kec. Bendo

Kec. Lembeyan
Kec. Panekan
Kec. Plaosan
Kec. Karangmojo
Kec. Karangrejo
Kec. Kawedanan
Kec. Lakeran

KABUPATEN SITUBONDO

Vo~ hnh Wi —

Kec. Situbondo
Kec. Banyuglugur
Kec. Sumber Malang
Kec. Mlandingan
Kec. Subo

Kec. Bungatam
Kec, Jatibanteng
Kec. Panarukan
Kec. Kendit

Kec. Mangaran
Kec. Kapongan
Kec. Arjasa

Kec. Jangkar
Kec. Asem Bagus
Kee. Banyuputih
Kec. Besuki

Kec. Panji

KABUPATEN JEMBER

Kec. Kaliwates
Kec. Sumbersari
Kec. Umbul Sari
Kec. Gumuk Mas
Kec. Balung

Kec. Rambipuji
Kec. Panti

Kec. Sukorambi
Kec. Arjasa

Kec. Sukowono
Kec. Pakuseari
Kec. Jelbuk

Kec. Sumber Jambe
Kec. Ledokombo
Kec. Mayang
K=c. Mumbul San
Ke . Patrang

Kec. Kencong
Kec. Puger

Kec. Ambulu
Kee. Wuluhan
Kec. Tanggul
Kee. Sumber Baru
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24

25

26.

27
28
29
30
31

Kec. Banpsal Sari
Kec. Jenggawsh
Kec. Kalisat
Kee, Silo

Kec. Temporejo
Kec. Semboro
Kec. Jombang
Kec. Ajung

| KABUPATEN BANYUWANGI
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Kec. Banyuwangi
Kec. Bangorejo
Kec. Tegal Dlimo
Kec. Muncar
Kec. Cluring
Kec. Srono

Kec. Gambiran
Kec. Genteng
Kee. Glenmoro
Kec. Kalibaru

Kec. Songgon

Kec. Pasanggaraan
Kec. Singojuru
Kec. Rogojampi
Kec. Kabat

Kec. Glagah

Kee. Giri

Kec. Wongsorejo
Kec. Purwoharjo
Kec. Sempu

Kec. Kalipuro

XXV

KABUPATEN BONDOWQSO
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Kee. Bondowoso
Kec. Lenggaran
Kec. Legalampel
Kec. Curahdam
Kec. Wringin
Kec. Pakem
Kec, Tamanan
Kec. Maesan
Kec. Grujngan
Kec. Pujer

Kec. Wonossri
Kee. Tapen

Kec. Sukosari
Kec. Tlegosari
Kec. Prajekan
i"ec. Klabang
Kec. Cermee

KABUPATEN LUMAJANG

——

w N

Kec. Lumajang
Kec. Gucialit

Kec. Klakah




1 2 F 3
4 | Kec. Kedungjajang
5 | Kec. Ranunyoso
6 | Kec. Jatiroto
7 | Kec. Tekung
8 | Kec. Kunir
9 | Kee. Rowo Kungkung
10 | Kec. Candipura
11 | Kec. Tempursari
12 | Kec. Pronojiwo
13 | Kec. Sukodono
14 | Kec.-Senduro
* 15 | Kec. Randuagung
16 | Kec. Yosowilangun
17 | Kec. Pasirian
18 | Kec. Tempch
XXVI: | KABUPATEN PASURUAN 1 | Kec. Winongan
2 | Kec. Gondang Wetan
3 | Kec. Pasrepan
4 | Kec, Rembang
5 | Kec. Wonorejo
6 | Kec. Kejayan
7 | Kec. Lekok
8 | Kec. Puspo
9 | Kec. Purwodadi
10 | Kec. Pandaan
11 | Kec. Gempol
12 | Kec. Rejoso
13 | Kec. Lusari
14 | Kec. Prigen
15 | Kee. Nguling
16 | Kec. Lumbang
17 | Kec. Tutur
18 | Kec. Beji
19 | Kec. Pohjentrek
20 | Kec. Bangil
21 | Kee. Kruton
22 | Kec. Grati
- 23 | Kec. Purwosar
24 | Kec. Sukorejo
XX VI | KABUPATEN PROBOLINGGO 1 | Kec. Sumberkareng
2 | Kec. sukapura
3 | Kec. Lumbang
4 | Kec. Kuripan
5 | Kec. Sumber
6 | Kec.. Leces
7 | Kec. Tegal Siwalen
8 | Kec. Bantaran
9 | Kec. Gending
10 | Zee. Dringu
11 | Kee. Maron
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;ch. Banyuanyar
iKec. Kraksean
iKec. Pajarakan
Kec. Krejengan
Kec. Besuk
Kec. Paiton
Kec. Pakuniran
Kec. Kolaanyar
Kec. Gading
Kec. Krucil
Kec. Longas
Kec. Wonokerto
Kec. Tiris

KABUPATEN MALANG

—
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Kec. Bumiaji
Kec. Karang Ploso
Kec. Dau

Kee. Lajinan
Kec. Kromengen
Kee. Ngajum
Kec. Wonosari
Kec. Pagak

Kec. Kalipare
Kec. Batur

Kec. Gedangan
Kec, Ngantang,

O 00 ~J O\ bW —

Kee. Pujon
wec. Bat
Kec. Singosart
Kec. Lawang
Kee. Tumpung

Kee. Poncokusumo

Kee. Turen
Kec. Dampit
Kec. Kepanjen

O R D B B B D) = e e et b et
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Kec. Pakis

Kec. Jabung

Keec. Bululaweng
Kec. Gondanglegi
Kec. Wajak

Kec. Ampel Gading
Kec. Tirtoyudo

Kec. Sumbermanjing
Kec. Pakisaji

Kec. Sumberpucung
Kec. Wagir

Kec. Donomulyo
Kee. Junrejo

Kec. Kasemban

KABUPATEN KEDIR]

> D) —

—_— O YV oo 20 Wb U

—

Kee., Larukan
Kec. Semen

Kee. Ngancar
Kec. Kandangzan
}’ec. Puncu

K. . Papar

Kec. Kunjang
Kec. Gapeng Rejo
Kee. Grogol

Kec. Mojo

Kee. Ngadi Luwceh




-9

- -10-
1 2 .3 4
12 | Kec. Kras
13 |.Kec. Kandat
14 | Kec. Wates
15 |'Kec. Pare~
16 | Kee. Gurgh
17 | Kec. Ploso Klaten
18 | Kec. Kepung
* 19 | Kee. Purwosari
20 | Kec. Plemahan
21 | Kec. Pagu
XXX | KABUPATEN SIDOARJO 1 | Kec. Sidoarjo
2 | Kec. Buduran
3 | Kec. Jabon
4 | Kee. Krembung,
5 | Kec. Wonoayu
6 | Kec, Balongbendo
7 | Kee. Tarik
8 | Kec. Sukodono
9 | Kec. Sedati
10 | Kee. Candi
11 | Kec. Porong
12 | Kec. Tanggulangin
13 | Kece. Krian
7 14 | Kec, Prambon
15 { Keec. Taman
16 | Kec. Waru
17 | Kec. Gedangan
18 | Kec. Tulangan
- XXX | KABUPATEN MOJOKERTO 1 | Kee. Kutorejo 1 | Kec. Pacet
2 | Kec. Dlanggu 2 | Kec. Mojosari
3 | Kec. Sooko 3 | Kec. Ngoro
4 | Kec. Jatirejo
* 5 | Kec. Gondang
6 | Kec, Dawar Blondong
7 | Kec. Gedek .
8 | Kec. Kemlagi
9 | Kec. Trawas
10 | Kec. Pungging
11 | Kec. Bangsal
12 | Kec. Trowulan
13 | Kec. Puri
14 | Kec. Jetis
X1 | KABUPATEN GRESIK 1 | Ku . Gresik
2 | Kec. Benjeng
3 | Kec. Balongpangang
4 | Kee. Duduksampean
5 | Kec. Driyorejo
6 | Kec. Kedamean
7 | Kec. Ringinanom
8 | Kee. Sedayu
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10
11
12
13
14
15
16
17

Kec. Bungah

Kec. Panceng

Kec. Ujungpangkah
Kec. Sangkapura
Kec. Tambak

Kee. Kebonus
Kec. Manyar

Kec. Cemme

Kec. Menganti
Kec. Dukun

XXXII

KABUPATEN JOMBANG
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Kec. Jombang
Kee. Gudo

Kec. Perak

Kec. Tembelang
Kec. Bandar K. Mulyo
Kec. Megaluh
Kec. Ploso

Kec. Kudu

Kec, Kabuh
Kec. Plandakan
Kec. jogoroto
Kec. Bareng
Kee. Wonosalam
Kec. Diwek
Kec. Mojoagung
Kec. Peterongan
Kec. Sumobito
Kec. Kesamben
Kec. Ngoro

Kec. Mojowarno

| XXXV

KABUPATEN TULUNGAGUNG

b

— ot e et e gt
NoEWRN - OV WK L W —

»

oy

17

—
o0

19

Kec. Tulungagung
Kec. Besuki

Kec. Bandung

Kec. Pakel

Kec. Campurdarat
Kec. Tanggung Gunung -
Kec. Pucanglaban
Kec. Kauman

Kec. Ngantru

Kec. Karangrejo
Kec. Sendang

Kee. Pagerwoio
ec. Kalidawir

} 2c. Rejotangan
Kee. Ngunut

Kee. Sumbergempol
Kee. Boyolangu
Kee. Gondang

Kec. Kedungwaru
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XXXV

KABUPATEN BLITAR

VO~ dL W —

— et bk Gt et e et bt Gt b
WV OoJAWULs W ~O0O

D B
-_— 0

t.

Kec. Garum |
Kec. Sanankulon
Kéc. Udanawu
Kec. Wonodadi
Kec. Doko

Kec. Kesamben
Kec. Selorejo
Kec. Sutojayan
Kec. Panggungrejo
Kec. Binangun
Kec. Wates

Xec. Kademangan
Kec. Bakung
Kec. Wonotirto
Kec. Kanigoro
Kec. Nglegok
Kec. Srengat
Kec. Ponggok
Kec. Wlingi
Kec. Gandusari
Kec. Talun

XXXVI

'KABUPATEN NGANJUK

—
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Kec. Nganjuk
Kec. Wilangan
Kec. Sawahan
Kec. Ngetos
Kec. Baron
Kec. Patianrowo
Kec. Lengkong
Kec. Gondang
Kee. Ngluyu
Kec. Jatikalen
Kee. Sukomoro
Kec. Bagor
Kec. Berbek
Kec. Loceret
Kee. Tanjung Anom
Kec. Prambon
Kec. Pace

Kec. Kertosono
Kec. Ngrongot
Kec. Rejoso

XXXVI

KABUPATEN TRENGGALEK

Voo~ O oS W —

Kec. Trenggalek
Kec. Pogalan
Kee. Durenan
Kec. Bendungan
K. c. Kampak
Kee. Gandusari
Kec. Watulimo -
Kee. Karangan
Kec. Tugu




BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 1l

LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 2f TAHUN 1998
. TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang T

Memperhatikan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

=

1.
2.

4.

bahwa sehubungan dikeluarkannya Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 Tentang
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Femerintah
Kecamatan serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1998 Tentang
Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan,
maka dipandang perlu mengatur kembali Organisasi
dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan.

bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas
maka dipandang perlu untuk membentuk Qrganisasi
dan Tata _kerja Pemerintah Kecamatan dengan
menetapkan dalam Keputusan BHupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.

Qndang—undang Nomor S5 Tahun 1974
Uhdang—undang Nomor 5 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988 ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun
1997 .
Keputusan Menteri Dalam Meaeri MNomor 20 Tahun
1997

Keputusan Gubernur Kep~la Daerat 7. ) % T AR

Timur Nomor 19 Tahun 1998.

Surat Bubernur Kepala Daeral Tingkat I Jawa Trmur

. Tanggal 20 April 1998 pMomor (061/3838/041/1996

Perihal Organisasi dan Tate Ferja Pemerintah

Kecamatan.



Menetapkan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH
KECAMATAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
FPasal 1

. ,
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Ra

b.

(1)

b.

Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala
Daerah Tingkat 1II Lamongan 3

Kabupaten, adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Lamongan ;

Pemerintah Kecamatan, adalah Camat beserta
Perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan Umum di Kecamatan ;

1Camat, adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang

berada dibawah dan bertsnggungjawab kepada
Bupati Kepala Daerah. -

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
..4
FPemerintah Kecaﬁatan dipimpin oleh seorang Camat
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Kepala Daerah ;

(2) Camat di wilayah kerja Fembantu Bupati delam
melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi
Pembantu Bupati.

-2 Pasal 3
Camat mempunyai tuges memimpi.. .o, oo, ..
- w remerintaban, pembangunan dan pembinaan kehi-

dupan kemasyarakatan dalam wilayah ¥ecamatan.

Fasal 4

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pada

pasal 3, Camat mempunyai fungsi

a. . penyelenggaraan tugas—tugas Femerintaban Umum dan

-

pembinaan pertanahan serta politik dalam negeri ;
pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
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dl

e.
f.

(1)

(2)

(1)

(2)

I3

{4
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pembinaan ketentraman dan }otertiban wilayah :
pembinaan pembangunan y&ng meliputi pembinaan
perekonomian, produksi dan distribusi serta
pembinaan sosial

" pembinaan pelayanan umum

penyusunan program, pembinaan adminict:asi,
ketatausahaan dan rumah tangga.

BAB II1I
ORGANISASI
Pasal 5

Susunan organisasi Pemetrintah Kecamatan terdiri
dari :

a. Camat

b. Sekretariat ;

c. Seksi Pemerintahan ;

d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Pemerintah Fecamatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Pasal 6

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan
pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan
teknis administratif Lepada seluruh satuan
organisasi Pemerintah kKecamatan 3

Sekretariat dipimpin nleh seorang Sekretaris
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat 3

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pasal 6 ayat (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai

fungsi :

-

b.
c-

d.
e.

penyusunan rencana, pengendalian dan pengevalua-
sian pelaksanaannya ;

pengelolaan urusan keuangan j

pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawai
an serta tata usaha perlengkapan j;

pelaksanaan urusan rumab tangga 3

pelaksanaan tugas—tugas 1ain yang diberit.an oleh
Camat. '



Fasal 8
(1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari

. 8. Urusan perencanaan H
b. Urusan umum.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Urusan vang berada di bawah dan bertang-
gung jawab kepada Sekretaris.

¢ Pasal 9

‘ j (1) Urusan Perencanaan mempunvai tugas :
a. menghlmpun dan menganalisics data H
b. melakukan evaluasi dalam rangka pengendalian
pelaksanaan program dan anggaran ;
N c..menyusun laporan Penyelenggaraan pemerintah-
- an dan pembangunan Kecamatan ;
d. melaksanakan tugas~tugas lain yang diberikan
oleh Sekretaris.

(2) Urusan Umum mempunyai tugas

a. melakukan urusan surat-menyurat dan tugas-
tugas kearsipan ;

b. melakukan tata usaha kepegawaian dan kesejah-
teraan pegawai 3

c.'mengelola keuangan dan melakukan tatd. usaha
keuarngan termasuk pembayaran gaji pegawai H

d. melakukan tugas—tugas rumah tangga dan tata

' usaha-“perlengkapan ;

- - e. melaksanakan tugas-tugas lain vang dlberlkan.

oleh Sekretaris.

Pasal 10
: (1) Séﬁgl Pemerintahan mempunyai tugas melakukan
- . ' urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/
Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban;

(2)»Sek51 Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala
 Seksi vang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.
‘.’s [ T
Pasal 11
K Uhtuk melaksanakanvtugas tersebut pada ayat
(1) pasal ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelak-
sanaan koordinasi Instansi--instansi di ling- |
kungan Pemerintsh Kecamatar ;
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b. pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban
wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Famong
Praja 3

c. pembinaan dan pengadministrasian kependudukan
dan cacatan sipil ;

d. pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan j

e. pelaksanaan tugas—tugas lain vang diberikan
oleh Camat.

Ve Pasal 12

(1). Seksi Pemerintahan terdiri dari :
a. Sub Seksi Pemerintaban Umum dan Desa/
Kelurahan 3
‘b. Sub Seksi Kependudukan ;
c. Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

{2) Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal
ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggqung
jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan,
" Rempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyelenggaraan Pemerintah-
an Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

b. menyiapkan bahan untuk pembinaan sosial,

. -~ politik, kesatuan bangsa, idiologi negara
dan urusan pemilihan umum serta penyelengga-
‘raan koordinasi ;
c.. menyiapkan bahan pembinaan organisasi kema-
’ syarakatan dan lembaga remasyarakatan lainnvya
“d. menyiapkan bahan pembinaan pertanahan :

e. melakukan pembinaan administrasi Desa/¥Ke~-
lurahan serta bimbingan. petunjuk dan penga-
wasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa : '

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pemerintab--

{2) Sub Selsi Kependudukan mempunyai tugas :
: a. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan
kependudukan dan cataten sipil 3
b. melakukan pelayanan hkartu penduduk, Fartu
kS keluarga, surat jalan atau surat Feterangan

‘lainnya 3
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(3)

(1)

(2)

(1)

c. melakukan pengumpulan data dalam rangka
administrasi pelaksanaan transmigrasi ’

d. melakukan administrasi perpindahan dan per-
tambahan penduduk serta memelihara data
penduduk ;

e. melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

Sub Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai

tugas

a. *menyiapkan bahan pembinaan ketertiban umum
dan ketentraman ;

b. menyiapkan bahan pembinaan satuan Polisi
Pamong Praja ;

c. melakukan penertiban dalam rangka penegakkan
Peraturan Daerah serta ketentuan dan per-

aturan perundangan lainnya ; .
d. melakukan pengamanan wilayah dalam rangka
mencegah timbulnya gangguan ketertiban,

termasuk Kantor dan rumah jabatan Camat ; 7
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberizan
oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 14

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan
-

‘mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelak-
sanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, per-
ekonomian, produksi dan distribusi serta
kesejahteraan sosial.

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang “Kepala
Seksti yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada avyat
pasal ini, Seksi Pembangunan Masyarakat Deca/

Kelurahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pembinaan pembangun-
an sarana dan prasarana

b. pembinaan pelayanan umum

c. penyusunan program dan pembinaan dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pro-
duksi serta distribusi ;

d. penyusunan program dan pembinaam kesejahte-
raan sosial 3 ’



(1)

(2)

(1)

(2)

ST 3

€. penyusunan program dan pembinaan lingkungan
hidup serta kebersihan ;
f. pelaksanaan tugas—tugas lain vang diberikan
. oleh Camat.

Pasal 16

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan
terdiri dari :
a. Sgb Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan
Umum ;
b. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distri
. busi 3
C. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan
Hidup.

Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal
ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
Desa/Kelurahan.

Pasal 17

Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum

mempunyai tugas :

a. menyiapkan ' bahan penyusunan program dan
pembinaan pembangunan sarana,prasarana Desa/
Keluyahan serta pembangunan sarana prasaranca
pada.umumnya H :

b. melakukan pembinaan dan melaksanakan . ke-
giatan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja
Pembangunan ;

c. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum

= serta penyusunan mekanisme pelayanan per-
ijinan ;

d. menyelenggarakan tata usaha perijinan ;

@« melaksanakan tugas—-tugas lain yang diberikan

oleh Kepala seksi Pembangunan Masyarakat
Desa/Kelurahan.

Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi,

:mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penvusunan program dan
pembinaan perekonomian, produksi serta dis-

"oaw tribusi hasil produksi

;br.menyiapkan bahan kegiatan penyuluhan/pembina

an pengembangan kepariwisataan dan per
tambangan ;
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c. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga-
lembaga perekonomian desa, program Bimae/

Inmas dan melakukan pendataan industri kecil,
kerajinan serta usaha gotong royong ;

d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
perekonomian, produksi dan distribusi hasil
produksi ;

e. melaksanakan tugas—-tugas lain vang diberikan
oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
Desa/Kelurahan.

Sub .Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan

Hidup, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
melakukan pembinaan sosial, bantuan sosial
serta pelayanan sosial ;

b. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
melakukan pembinaan dalam upaya pe-
ningkatan kesehatan masyarakat, keluarga
berencana, gizi masyarakat serta pemberan-
tasan penyakit menular ;

c. menyiapkan bahan untuk penyusunan program

. pembinaan, pendidikan, kepemudaan dan olah-

raga ;
d. menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan pelestarian lingkungan hidup,

2 penghijauan dan.upaya peningkatan peran serta
masyarakat dalam kebersihan ;

e. menyiapkan bahan rekomendasi dalam permintaan
atau penyaluran bantuan sosial, termasuk
bantﬁan bencana alam ; )

f. melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat
Desa/Kelurahan.

S Pasal 18

i Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi-
nya. .,.:

(1)

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam pasal 18 Keputusan ini, terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional
yvang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya ;



(2)

(3)
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Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab
kepada Camat ;

Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan

.. berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4)

| (1)

(2)

" (1)

(2)

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut
pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan
peraturan perundang—undangan yang berlaku.

BAB 1V

. TATAKERJA

Pasal 20
Délam melaksanakan tugasnya, Camat, éekretaris,
para Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub
Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, . integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah
Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-

masing ;

Agabila Camat dalam menjalankan tugasnya ber
halangan, maka Camat dapat menu.. ... .. .:*': ..
atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili-
nya.

Pasal 21
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawa-
si bawahan masing-masing bila terjadi penyimpang
an agar mengambil langkah-langkah vang di perlu
kan sesuai dengan undang-undang vang berlaku

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkung

~an Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab me

mimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahan 3

Setiap satuan pimpinan organisasi wajib me-
ngikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertang-
gung Jjawab kepada atasan masing—masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktu-
nya.
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BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIM
Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentu
yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kecamatan di Lamongan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

(1)

(2)

Pasal 23

Perwakilan Kecamatan yang sudah dibentuk sebelum
Keputusan ini diubah menjadi Kecamatan Pembantu;

Kecamatan Pembantu dipimpin oleh seorang Camat
Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Képutusan ini mulai berlaku sejak tanggal di
tetapkan ; ,

Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lamongan.

“

"’U“l‘vg|q ';' “

Ditetapkan di : Lamongan.
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/‘MOHAMAD FARIED, SH

Keputusan ini disampaik ﬁ&f

kepada : ==

Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta 3

Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;

Sdr. Pembantu Gubernur Wilavah I1 di
Bojonegoro ; .

Sdr. Ketua - DPRD Kabupaten Dati 11
Lamongan ;

Sdr. Inspektur, Ketua, Kepala Kantor/
Dinas/Instansi/Bagian di Lingku-
ngan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat I Lamongan ;

Sdr. Pembantu Bupatise Kabupaten Dati
II | »morjan H

€:. . tamat se Kab. Dati II Lamongan.
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Daerah Tingkat II Lamongan
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